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HALAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENEYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL DI KAWASAN
GUNUNG PADANG

Oleh: Muhammad Iqbal Rahman (21042307)
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Padang dalam
mengembangkan sektor pariwisata halal melalui penerapan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Salah satu aspek
penting dalam perda tersebut adalah penyediaan fasilitas halal sebagai bentuk
pelayanan bagi wisatawan muslim. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Beberapa kawasan wisata,
termasuk Kawasan Gunung Padang, masih menunjukkan keterbatasan dalam
ketersediaan fasilitas ibadah, tempat wudhu, dan penyediaan makanan halal. Hal ini
menjadi latar belakang penting untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan
fasilitas halal diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan fasilitas halal
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata
Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kota
Padang, pelaku usaha di kawasan wisata, masyarakat sekitar, dan pengunjung.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 di Kawasan Wisata Gunung Padang belum
berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya ketersediaan fasilitas
halal yang sesuai dengan standar syariah serta belum meratanya penerapan
kebijakan oleh pelaku usaha wisata. Meskipun demikian, pemerintah melalui Dinas
Pariwisata telah berupaya melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada
pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan fasilitas
halal di kawasan wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan
pariwisata halal di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Fasilitas Halal, Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2020, Pariwisata Halal, Kawasan Gunung Padang.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wisata halal mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2015 yang
dikembangkan oleh Kementrian Pariwisata Republik Indonesia dan
menjadi salah satu program prioritas kementrian terkait. Wisata halal
pada dasarnya merupakan jenis wisata yang ramah bagi wisatawan
muslim dan nyaman bagi wisatawan non-muslim. Menteri pariwisata
dan ekonomi kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno
mengatakan bahwa wisata halal memiliki tiga hal, yang pertama need to
have meliputi halal food, prayer fasilities, water-friendly washroom, no
islamophobia. Kedua, good to have yakni lebih baik jika ada fasilitas
yang lebih bersih dan nyaman untuk social causes, ramah dan services.
Dan yang ketiga tingkatan tertinggi yakni nice to have yakni fasilitas
rekreasi yang ramah muslim, berlapang-lapang dalam menjaga privasi
dan bagaimana agar bisa menutupi non halal services terutama di bulan
Ramadhan. Berbicara mengenai pariwisata halal, Mentri parekraf
mengatakan bahwa 99% pelakunya adalah para pelaku usaha dan pelaku
usaha ini menciptakan lapangan kerja, artinya semakin besar pariwisata
halal, maka semakin besar pelaku usaha memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi (Ghita, 2019).

Pariwisata menurut Undang — Undang Republik Indonesia No. 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan merupakan berbagai macam



kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pengembangan suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata
diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat
diandalkan yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk
kegiatan sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan
masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta,
penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangann dan
pembangunan berbagai pontensi kepariwisataan dengan tetap
memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu
lingkungan hidup.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di dunia saat ini selalu
meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya wisatawan lokal saja
wisatawan mancanegara juga mendominasi pertumbuhan wisata di
dunia. Terkait hal tersebut Kementerian Pariwisata Indonesia berinisiatif
untuk membuat sebuah kompetisi wisata antar daerah untuk
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia,
hal ini juga sangat diperlukan bagi pariwisata daerah yang sedang
berkembang dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang akan
berkunjung. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang
mayoritas warga negaranya beragama islam, hal ini menjadi alasan
utama Kementerian Pariwisata Indonesia menciptakan kompetisi baru

dalam sektor pariwisata, yakni wisata halal, dengan tujuan menciptakan



iklim pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang
berkunjung ke Indonesia (Putri & Yuliarti, 2024).

Selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata yang
dilakukan, maka pemerintah dituntut menjalin kerja sama baik dengan
sektor swasta ataupun masyarakat sehingga pengembangan pariwisata
dapat dilakukan secara maksimal. Peran pemerintah sebagai fasilitator
disini dapat diartikan sebagai pembuat iklim yang nyaman bagi pelaku
kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Sektor
pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena
dianggap sebagai sektor yang paling siap dari kesediaan fasilitas, sarnaa
dan prasarana jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Irwandi & Putri,
2022).

Pariwisata halal di Kota Padang sendiri diatur pada kebijakan
Pemerintah Kota Padang yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Selanjutnya dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 100 Tahun 2021
tentang penetapan Gunung Padang sebagai kawasan wisata terpadu dan
daya tarik unggulan, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan penulis mengambil lokasi
untuk penelitian di Kawasan Gunung Padang yang terletak di Jl. Kp.

Batu, Batang Arau, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.



Pada Penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap implementasi
Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan
sektor pariwisata yang berbasis nilai-nilai Islam, mengingat Kota Padang
memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata halal
seiring dengan karakteristik masyarakatnya yang mayoritas Muslim dan
sumber daya alam yang mendukung.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pariwisata Halal di Kota Padang menetapkan beberapa aspek penting
dalam pengembangan wisata halal. Aspek utama meliputi fasilitas halal,
seperti musala, tempat wudu, arah kiblat, sanitasi yang bersih, serta
penyediaan makanan, minuman, dan penginapan yang berstandar halal.
Selain itu, perda mengatur standar halal dan Fasilitas Halal, yang wajib
dipatuhi oleh pelaku usaha untuk memastikan setiap produk dan layanan
sesuai prinsip syariah.

Aspek berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan, yang
dilakukan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan MUI, BPJPH,
dan stakeholder terkait untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha. Perda
juga menekankan peran serta masyarakat dan pelaku usaha, hak dan
kewajiban wisatawan, serta pendanaan dan sanksi administratif untuk

mendukung implementasi yang efektif.



Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut menekankan pentingnya
ketersediaan Fasilitas Halal dan pengawasan yang terstruktur sebagai
indikator keberhasilan pariwisata halal di Kota Padang, sekaligus
meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan muslim.

Fokus penelitian pada aspek Fasilitas Halal dipilih, karena
Fasilitas merupakan salah satu komponen paling krusial/penting dalam
penyelenggaraan pariwisata halal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang
menekankan bahwa keberhasilan pengembangan wisata halal tidak
hanya ditentukan oleh promosi atau manajemen destinasi, tetapi sangat
bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan
prinsip syariah. Fasilitas Halal mencakup keberadaan mushala,
perlengkapan wudhu, arah kiblat, sanitasi yang bersih dan terpisah, serta
penyediaan makanan dan minuman yang halal bagi wisatawan muslim.

Gambar 1. 1 Lokasi Kawasan Wisata Gunung Padang
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Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah ketersediaan
Fasilitas Halal yang masih terbatas, belum standar, dan kurang terawasi
secara rutin. Banyak destinasi wisata, termasuk kawasan unggulan di
Kota Padang seperti Kawasan Gunung Padang, yang dimana belum
sepenuhnya menyediakan Fasilitas yang sesuai dengan standar halal,
sehingga berpotensi menurunkan kenyamanan wisatawan muslim dan
menghambat pengembangan pariwisata halal secara optimal
(MARYATIL 2019).

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek Fasilitas Halal,
penelitian ini dapat mengungkap hambatan konkret, baik dari sisi
penyediaan, pengawasan, maupun implementasi di lapangan, sekaligus
memberikan rekomendasi yang bersifat praktis dan strategis bagi
pemerintah daerah. Fokus ini juga relevan untuk menilai efektivitas
Perda No. 1 Tahun 2020, karena Fasilitas Halal adalah indikator nyata
yang dapat diamati secara langsung sebagai bentuk implementasi
kebijakan pariwisata halal.

Oleh karena itu, aspek fasilitas halal dipandang sebagai faktor
kunci yang menentukan keberhasilan destinasi wisata dalam memenuhi
kebutuhan wisatawan muslim, sekaligus menjadi parameter utama
dalam evaluasi implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2020 di
Kota Padang. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini, diantaranya adalah,



Pertama, Masih terdapat kesenjangan antara isi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dengan
realitas pelaksanaannya di lapangan, ditandai dengan belum optimalnya
penerapan prinsip-prinsip pariwisata halal di sejumlah objek wisata di
Kota Padang, seperti minimnya Fasilitas ibadah, rendahnya jumlah
tempat makan bersertifikat halal, dan layanan yang belum sepenuhnya
sesuai dengan nilai-nilai syariah. Masih rendahnya jumlah tempat usaha.
Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada Rabu, 24
September 2025 dengan Bapak Riko Andika, S.Par selaku Staf
Lapangan—Seksi Destinasi Wisata Halal, Dinas Pariwisata Kota Padang.

“...Kalau kita lihat di lapangan, Masih banyak objek wisata

yang belum memenuhi standar wisata halal, seperti di

kawasan Gunung Padang yang masih kekurangan mushola

yang layak. Padahal sesuai perda, hal ini seharusnya sudah

mulai diterapkan, namun implementasinya belum merata

karena ada pelaku usaha yang menganggap fasilitas halal

tidak terlalu penting...”(Wawancara pada Rabu, 24

September 2025 dengan Bapak Rahmadani Riko Andika,

S.Par).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riko Andika, S.Par, selaku
Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal di Dinas Pariwisata Kota
Padang, diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip pariwisata halal
di beberapa objek wisata masih jauh dari harapan. la mengungkapkan
bahwa hingga saat ini masih banyak destinasi wisata di Kota Padang,
yang belum sepenuhnya memenuhi standar wisata halal. Salah satu

contohnya adalah sulitnya menemukan Fasilitas ibadah yang layak,

seperti mushola yang dilengkapi dengan perlengkapan shalat dan tempat



wudhu yang sesuai standar. Menurut Riko, hal ini bukan berarti tidak
ada upaya dari pemerintah maupun pelaku wusaha, namun
implementasinya masih belum merata dan belum menyentuh seluruh
elemen di lapangan.

Beliau juga menyampaikan, Penyediaan Fasilitas halal di Kota
Padang masih menghadapi tantangan, karena sebagian pelaku usaha
menganggapnya kurang penting selama tempat dan makanan “tidak
haram”. Padahal, standar halal seperti Fasilitas, label halal, mushola, dan
akomodasi yang sesuai syariah sangat penting untuk memberikan
kepastian dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. Kurangnya
kesadaran dan pemahaman pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam
penyediaan Fasilitas Halal secara menyeluruh.

Kedua, Kurangnya pemahaman dan komitmen pelaku usaha
terhadap substansi Perda No. 1 Tahun 2020, minimnya sosialisasi dari
pemerintah, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi,
serta kurangnya pengawasan dan evaluasi, menjadi kendala utama
dalam implementasi kebijakan wisata halal di Kota Padang. Ditambah
lagi dengan persepsi masyarakat dan wisatawan yang beragam terhadap
konsep wisata halal, menyebabkan penerapan perda ini belum berjalan
secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada
Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si. selaku

Kepala Bidang Industri Pariwisata — Dinas Pariwisata Kota Padang.



“...Hambatan terbesar ada pada rendahnya pemahaman
pelaku usaha terhadap perda, terutama soal akomodasi
standar halal dan fasilitas ibadah. Kami sosialisasi sudah
dilakukan, tapi belum merata ditambah keterbatasan
anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, serta
perbedaan  persepsi masyarakat dan  wisatawan...”
(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra.

Leni Marlina, M.Si.).

Berdasarkan wawancara dengan Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku
Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang,
terungkap bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal masih menghadapi berbagai
kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama yang disampaikan
adalah rendahnya pemahaman para pelaku usaha terhadap substansi
perda tersebut. Banyak pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor
kuliner dan pengelolaan objek wisata, belum memiliki pengetahuan yang
memadai terkait kewajiban akomodasi standar halal dan penyediaan
Fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim.

Meskipun Dinas Pariwisata telah melakukan upaya sosialisasi,
namun jangkauan sosialisasi tersebut dinilai belum merata dan belum
menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan
anggaran dan sumber daya manusia menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Menurut Leni,
lemahnya koordinasi antar instansi terkait sepertt MUI, Kementerian

Agama, dan Dinas Kesehatan juga menjadi kendala tersendiri dalam

pelaksanaan kebijakan ini.



Beliau juga menyoroti permasalahan terkait persepsi masyarakat
dan wisatawan terhadap konsep wisata halal. Sebagian mendukung
penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata, namun tidak
sedikit pula yang menganggap konsep ini terlalu eksklusif dan
berpotensi membatasi kenyamanan wisatawan non-Muslim. Hal ini
menunjukkan bahwa belum terbentuk pemahaman yang utuh dan
menyeluruh di tengah masyarakat terkait tujuan utama dari kebijakan
wisata halal.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Fasilitas
Halal masih lemah dari Dinas Pariwisata Kota Padang. Selama ini
belum ada pengawasan yang rutin dan terarah dari pemerintah daerah
dalam memastikan Fasilitas Halal benar-benar diterapkan oleh pelaku
usaha pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis
pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si.
selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata — Dinas Pariwisata Kota
Padang.

“...Secara umum, pengawasan fasilitas halal masih terbatas.

Kami memang sudah berusaha melakukan pendampingan

dan sosialisasi, tapi belum ada mekanisme yang rutin dan

terstruktur untuk memastikan semua pelaku usaha benar-

benar memenuhi standar halal...”(Wawancara pada Rabu, 24

September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si.)

Berdasarkan wawancara dengan Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku
Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang bahwa

pengawasan terhadap fasilitas halal di Kota Padang masih terbatas.

Menurut beliau, meskipun Dinas Pariwisata sudah berusaha melakukan

10



pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, belum ada
mekanisme pengawasan yang rutin dan terstruktur untuk memastikan
bahwa semua pelaku usaha benar-benar memenuhi standar fasilitas
halal.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi
masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, Masih rendahnya jumlah
pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi standar halal.
Banyak restoran dan tempat wisata belum memenuhi standar halal
meskipun Perda telah diterapkan sejak 2020. Seperti minimnya
mushola, toilet umum, atau akomodasi yang memisahkan pria dan
wanita.

2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha
disekitar kawasan gunung Padang.

3. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan fasilitas halal masih
lemah dari Dinas Pariwisata Kota Padang.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu
dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan
lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun
batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi

Kebijakan Fasilitas Halal Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

11



Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Gunung Padang.

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam peraturan
daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di Kawasan

Gunung Padang?

E. Tujuan Peneltian

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam
peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di
Kawasan Gunung Padang

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama terkait implementasi
kebijakan publik di sektor pariwisata halal.

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi,masukan, dan
pertimbangan bagi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Padang,
sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan dalam
pelaksanaannya.

b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatan pemahaman dan
wawasan baru bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan
mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip wisata halal.

¢) Selain itu, penelitian ini menjadi referensi dan dasar kajian bagi
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peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat tema sejenis dalam

konteks kebijakan kepariwisataan berbasis nilai-nilai Islam.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di
Kawasan Wisata Gunung Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari aspek komunikasi, penyampaian informasi antara pemerintah,
pelaku usaha, dan masyarakat masih belum berjalan efektif karena
sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan rutin. Dari aspek
ketersediaan sumber daya, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan
anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang berperan dalam
pengelolaan fasilitas halal. Dari aspek karakteristik badan pelaksana, Dinas
Pariwisata telah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan wisata halal,
namun masih menghadapi kendala dalam kapasitas birokrasi dan koordinasi
lintas sektor yang belum efisien. Selanjutnya, dari aspek sikap para
pelaksana, pelaku di lapangan pada dasarnya mendukung kebijakan wisata
halal, namun belum diiringi dengan pembinaan dan pelatihan yang
memadai, sehingga pemahaman terhadap standar halal masih bervariasi di
antara pelaku usaha.

Selain itu, dari sisi pengelolaan fasilitas halal, penyediaan mushola,

tempat wudhu, toilet terpisah, serta makanan dan minuman halal memang
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telah tersedia, tetapi belum seluruhnya memenuhi standar dan terjaga
dengan baik. Pelaku usaha masih mengelola secara mandiri tanpa adanya
panduan atau koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Sementara
itu, masyarakat sekitar kawasan wisata belum dilibatkan secara aktif dalam
pengelolaan fasilitas halal, meskipun memiliki semangat dan kesiapan
untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang masih
memerlukan penguatan dalam aspek komunikasi lintas organisasi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dan
pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Diperlukan pula pelibatan
aktif pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam menjaga serta mengelola
fasilitas halal agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan

dampak nyata bagi peningkatan kualitas wisata halal di Kota Padang.

. Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata, diharapkan dapat memperkuat koordinasi
antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan fasilitas halal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi
dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat
agar pelaksanaan wisata halal dapat berjalan optimal.

2. Bagi Pelaku Usaha, disarankan untuk lebih meningkatkan pemahaman
terhadap standar dan ketentuan fasilitas halal serta berkomitmen dalam

menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah di
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setiap unit usaha.

3. Bagi Masyarakat Sekitar, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam
menjaga keberlangsungan dan kebersihan fasilitas halal serta mendukung
program pemerintah dalam pengembangan wisata halal di Kawasan Gunung

Padang.
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